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ABSTRACT 

Artikel ilmiah ini bertujuan menganalisis secara kritis pergeseran lanskap ekonomi politik 

kontemporer pada level global dan domestik serta dampaknya terhadap kehidupan sosial 

masyarakat Indonesia. Kajian ini mengintegrasikan enam perspektif teoretis, yaitu John J. 

Mearsheimer, Ian Bremmer, Jeffrey A. Winters, Vedi R. Hadiz dan Richard Robison, Mochtar 

Pabottingi, serta Yudhie Haryono, untuk menjelaskan transformasi liberalisme pasar bebas 

menuju kapitalisme negara hegemonik yang memperkuat struktur oligarki domestik. Penelitian 

ini menggunakan metode studi kepustakaan kritis dengan sumber data berupa buku dan artikel 

ilmiah yang dipilih berdasarkan relevansi tema, kemudian dianalisis menggunakan analisis 

konten kualitatif melalui reduksi, interpretasi, dan sintesis data. Hasil penelitian menunjukkan 

adanya titik buta (blind spot) dalam demokrasi formal Indonesia, di mana kesetaraan hak politik 

warga negara terdegradasi oleh ketimpangan material. Jaringan patronase warisan Orde Baru 

juga berhasil melakukan reorganisasi kekuasaan dalam institusi demokrasi pasca-Suharto yang 

berdampak pada komersialisasi sektor strategis, seperti pendidikan tinggi dan kesehatan publik, 

serta meningkatnya kerentanan masyarakat terhadap krisis finansial mikro melalui fintech dan 

pinjaman daring. Berbeda dengan kajian sebelumnya yang cenderung membahas oligarki atau 

kapitalisme negara secara parsial, artikel ini menawarkan sintesis integratif enam perspektif 

teoretis sebagai kontribusi konseptual untuk mereaktualisasikan Ekonomi Politik Pancasila 

dalam memperkuat kedaulatan rakyat dan tata kelola publik yang berkeadilan. 

Kata Kunci: Ekonomi Politik, Oligarki, Kapitalisme Negara, Demokrasi, Ekonomi Pancasila. 

 

ABSTRACT 

This scientific article aims to critically analyze shifts in the contemporary political economy 

landscape at both the global and domestic levels and their impacts on the social life of 

Indonesian society. This study integrates six theoretical perspectives, namely John J. 

Mearsheimer, Ian Bremmer, Jeffrey A. Winters, Vedi R. Hadiz and Richard Robison, Mochtar 

Pabottingi, and Yudhie Haryono, to explain the transformation from free-market liberalism 

toward hegemonic state capitalism that reinforces domestic oligarchic structures. This research 

employs a critical literature review method using books and scholarly articles selected based on 

thematic relevance, which are subsequently analyzed through qualitative content analysis 

involving data reduction, interpretation, and synthesis. The findings reveal a blind spot in 

Indonesia’s formal democracy, in which the equality of citizens’ political rights is undermined 

by material inequality. Patronage networks inherited from the New Order era have also 

succeeded in reorganizing power within post-Suharto democratic institutions, resulting in the 

commercialization of strategic sectors, such as higher education and public healthcare, as well 

as increasing societal vulnerability to micro-financial crises through fintech and online lending. 

Unlike previous studies that tend to examine oligarchy or state capitalism separately, this article 
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offers an integrative synthesis of six theoretical perspectives as a conceptual contribution to 

revitalizing Pancasila Political Economy in strengthening popular sovereignty and equitable 

public governance. 

Keywords: Political Economy, Oligarchy, State Capitalism, Democracy, Pancasila Economy. 

 

PENDAHULUAN 

Optimisme global yang berkembang setelah berakhirnya Perang Dingin pada awalnya 

memperkuat keyakinan bahwa demokrasi liberal dan mekanisme pasar dapat menjadi fondasi 

bagi terciptanya stabilitas, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan global. Namun, 

perkembangan ekonomi politik dalam dua dekade terakhir memperlihatkan bahwa keterbukaan 

ekonomi tidak selalu menghasilkan distribusi manfaat yang merata dan bahkan berlangsung 

bersamaan dengan munculnya bentuk-bentuk baru intervensi negara dalam perekonomian. 

Fragmentasi geoekonomi, proteksionisme perdagangan, persaingan atas komoditas strategis, 

serta meningkatnya ketidakpastian dalam tata kelola ekonomi internasional menunjukkan 

adanya perubahan dalam struktur hubungan ekonomi global (Aiyar et al., 2023; Hakobyan et 

al., 2023; Alvarez et al., 2026). Perubahan tersebut juga memperlihatkan semakin pentingnya 

peran negara dalam mengarahkan investasi, mengendalikan sektor strategis, dan melindungi 

kepentingan ekonomi nasional, sehingga batas antara kepentingan negara dan aktivitas kapital 

semakin kompleks (Som, 2022; Al-Fadhat, 2023). Dalam perspektif ini, state capitalism tidak 

hanya dapat dipahami sebagai kebijakan ekonomi domestik, tetapi juga sebagai bagian dari 

respons negara terhadap ketidakpastian geopolitik dan perubahan konfigurasi kapital global. 

Dalam perkembangan tersebut, ketimpangan ekonomi dan persoalan distribusi 

kesejahteraan menjadi dimensi penting yang tidak dapat dipisahkan dari perubahan struktur 

ekonomi politik global. Ketidakpastian ekonomi, tekanan utang negara, serta perubahan 

kebijakan makroekonomi menunjukkan bahwa kemampuan negara dalam menjaga stabilitas 

dan memenuhi kebutuhan publik semakin berhadapan dengan tekanan eksternal dan internal 

(Surdikina et al., 2025; Rohmah et al., 2025). Pada saat yang sama, transformasi ekonomi digital 

menghasilkan peluang baru bagi inklusi ekonomi, tetapi juga menghadirkan risiko baru berupa 

ketergantungan finansial dan jebakan utang digital, terutama ketika akses teknologi keuangan 

berkembang lebih cepat daripada kapasitas literasi dan perlindungan konsumen (Yue et al., 

2022; Thomas et al., 2024). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi ekonomi 

tidak secara otomatis identik dengan pemerataan kesejahteraan. Dengan demikian, persoalan 

ekonomi politik kontemporer perlu dilihat tidak hanya melalui indikator pertumbuhan, tetapi 

juga melalui distribusi kekayaan, akses terhadap sumber daya, struktur kekuasaan, dan 

kemampuan negara menjamin kepentingan publik. 

Dalam konteks Indonesia, demokratisasi pascareformasi telah memperluas ruang 

partisipasi politik dan membuka mekanisme kompetisi elektoral yang lebih terbuka, tetapi 

perluasan partisipasi politik tersebut belum sepenuhnya menghilangkan konsentrasi kekuasaan 

ekonomi dan hubungan patronase antara aktor politik dan kepentingan bisnis. Kajian mengenai 

hubungan bisnis dan politik menunjukkan bahwa pola patrimonialisme, oligarki, dan 

keterhubungan antara elite politik dengan kepentingan ekonomi masih memengaruhi 

konfigurasi kekuasaan di tingkat lokal maupun nasional (Haryanto & Mahsun, 2024; Damanik 

et al., 2025). Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika perubahan ekonomi digital, 

perkembangan teknologi finansial, dan transformasi struktur ekonomi berlangsung bersamaan 

dengan proses konsolidasi kekuasaan elite. Transformasi ekonomi digital memang menciptakan 

peluang bagi peningkatan produktivitas dan inklusi ekonomi, tetapi juga menghadirkan 

tantangan terkait ketimpangan akses, regulasi, dan distribusi manfaat ekonomi (Utami et al., 
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2025; Khaliq, 2025). Oleh karena itu, stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu dibaca 

secara kritis karena capaian makroekonomi dapat berlangsung bersamaan dengan persoalan 

ketimpangan pendapatan dan kerentanan sosial-ekonomi masyarakat (Samosir & Silalahi, 

2026). 

Rangkaian persoalan tersebut memperlihatkan adanya paradoks antara keberhasilan 

institusional demokrasi dan belum optimalnya pencapaian keadilan sosial dalam kehidupan 

ekonomi masyarakat. Kemunduran demokrasi, menguatnya pengaruh elite, dan konsentrasi 

kekuasaan dapat mengurangi kapasitas institusi publik dalam memastikan bahwa proses 

pembuatan kebijakan bekerja secara inklusif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas 

(Hasibuan et al., 2026; Damanik et al., 2025). Dalam kondisi demikian, relasi antara negara, 

modal, dan masyarakat menjadi penting untuk dianalisis karena kebijakan ekonomi tidak 

pernah sepenuhnya terlepas dari konfigurasi kekuasaan yang melingkupinya. Di sisi lain, 

konsep Ekonomi Pancasila menawarkan perspektif normatif yang menempatkan keadilan 

sosial, kepentingan bersama, dan keseimbangan antara kepentingan individu dengan 

kepentingan masyarakat sebagai prinsip penting dalam penyelenggaraan ekonomi (Karimi, 

2024). Dengan demikian, persoalan utama bukan sekadar apakah negara harus memperluas atau 

mengurangi intervensinya dalam perekonomian, melainkan bagaimana kekuasaan ekonomi dan 

politik dapat diarahkan agar pengelolaan sumber daya publik menghasilkan manfaat yang lebih 

adil dan demokratis. 

Fenomena tersebut sebenarnya telah menjadi perhatian berbagai penelitian, tetapi literatur 

yang tersedia masih cenderung memisahkan analisis mengenai fragmentasi geopolitik, state 

capitalism, oligarki, demokrasi, dan Ekonomi Politik Pancasila ke dalam ruang kajian yang 

berbeda. Kajian mengenai fragmentasi geoekonomi terutama menjelaskan perubahan sistem 

perdagangan, investasi, dan hubungan antarnegara (Aiyar et al., 2023; Hakobyan et al., 2023; 

Alvarez et al., 2026), sementara penelitian mengenai state capitalism lebih banyak menyoroti 

meningkatnya peran perusahaan milik negara dan instrumen ekonomi negara dalam 

menghadapi perubahan lingkungan global (Som, 2022). Di Indonesia, penelitian mengenai 

oligarki dan hubungan bisnis-politik telah memberikan penjelasan penting mengenai 

konsolidasi elite dan oligarkisasi demokrasi, tetapi belum secara sistematis menghubungkan 

proses tersebut dengan perubahan struktur kapitalisme global dan transformasi peran negara 

(Haryanto & Mahsun, 2024; Damanik et al., 2025). Sementara itu, kajian mengenai Ekonomi 

Pancasila lebih banyak memberikan argumentasi normatif mengenai keadilan sosial dan kritik 

terhadap neoliberalisme tanpa mengintegrasikannya secara komprehensif dengan fragmentasi 

geoekonomi dan reorganisasi kekuasaan oligarkis (Karimi, 2024). Kondisi tersebut 

menunjukkan research gap berupa belum kuatnya kerangka konseptual yang menjelaskan 

keterkaitan antara perubahan struktur ekonomi politik global, perkembangan state capitalism, 

konsolidasi oligarki domestik, transformasi ekonomi digital, dan implikasinya terhadap 

kesejahteraan masyarakat Indonesia. 

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini mengembangkan sintesis lintas 

perspektif yang menghubungkan dinamika ekonomi politik global dengan perubahan 

konfigurasi kekuasaan domestik dan agenda keadilan sosial di Indonesia. Pemikiran John J. 

Mearsheimer digunakan untuk membaca keterbatasan hegemoni liberal dan perubahan struktur 

kekuasaan dalam sistem internasional, sedangkan perspektif Ian Bremmer digunakan untuk 

menjelaskan perkembangan state capitalism sebagai bentuk reorganisasi hubungan antara 

negara dan pasar. Pemikiran Jeffrey A. Winters digunakan untuk memahami mekanisme 

pertahanan kekayaan dan konsolidasi kekuasaan oligarki, sementara perspektif Vedi R. Hadiz 

dan Richard Robison digunakan untuk menjelaskan reorganisasi kekuasaan serta keberlanjutan 
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struktur oligarkis dalam konteks Indonesia pascareformasi. Perspektif Mochtar Pabottingi 

mengenai etika publik dan pemikiran Yudhie R. Haryono mengenai Ekonomi Politik Pancasila 

selanjutnya digunakan untuk memberikan landasan normatif bagi perumusan alternatif tata 

kelola ekonomi yang menempatkan kepentingan publik dan keadilan sosial sebagai orientasi 

utama. Novelty penelitian terletak pada upaya menyatukan keenam perspektif tersebut dalam 

satu kerangka analisis yang menelusuri hubungan antara fragmentasi geoekonomi, state 

capitalism, reorganisasi oligarki, transformasi ekonomi digital, dan distribusi kesejahteraan di 

Indonesia. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis secara kritis 

keterkaitan perubahan lanskap ekonomi politik global, perkembangan state capitalism, dan 

konsolidasi oligarki domestik dalam membentuk persoalan sosial-ekonomi Indonesia, 

sekaligus merumuskan sintesis konseptual mengenai reaktualisasi Ekonomi Politik Pancasila 

sebagai alternatif untuk memperkuat keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan tata kelola publik 

yang berorientasi pada kesejahteraan bersama. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Critical Literature 

Review yang dipadukan dengan Political Economy Analysis untuk membangun sintesis 

konseptual mengenai hubungan antara perubahan ekonomi politik global dan dinamika sosial-

ekonomi di Indonesia. Penelusuran literatur dilakukan secara sistematis melalui basis data 

Scopus, Google Scholar, Dimensions, dan Garuda menggunakan kata kunci political economy, 

oligarchy, state capitalism, democracy, Pancasila economy, dan Indonesia, baik dalam bahasa 

Indonesia maupun bahasa Inggris. Literatur dipilih berdasarkan kriteria inklusi, yaitu relevan 

dengan tema penelitian, berasal dari buku akademik dan artikel ilmiah bereputasi, memiliki 

kontribusi konseptual terhadap ekonomi politik, serta diterbitkan terutama dalam rentang 2020–

2026 untuk artikel empiris, sedangkan karya klasik digunakan sebagai literatur primer karena 

menjadi rujukan utama dalam pengembangan teori. Kriteria eksklusi meliputi publikasi yang 

tidak melalui proses peer review, memiliki relevansi rendah dengan fokus penelitian, atau hanya 

memuat opini tanpa landasan akademik yang memadai. Enam literatur primer yang dianalisis 

dipilih karena mewakili perspektif yang saling melengkapi, yaitu hubungan antara hegemoni 

global (John J. Mearsheimer), state capitalism (Ian Bremmer), oligarki (Jeffrey A. Winters), 

reorganisasi kekuasaan pascareformasi (Vedi R. Hadiz dan Richard Robison), etika publik 

(Mochtar Pabottingi), serta Ekonomi Politik Pancasila (Yudhie R. Haryono), sehingga mampu 

membentuk kerangka analisis yang komprehensif. 

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi dan thematic coding, 

penyusunan matriks sintesis konseptual, serta interpretasi hubungan antarkonsep pada level 

makro, mezo, dan mikro. Unit analisis penelitian berupa konsep, argumen, dan proposisi utama 

yang terdapat dalam literatur primer maupun data sekunder, sedangkan instrumen analisis yang 

digunakan meliputi lembar thematic coding, matriks kategorisasi konsep, dan matriks relasi 

kekuasaan untuk mengidentifikasi keterkaitan antarperspektif. Selanjutnya, kerangka sintesis 

tersebut diterapkan pada tiga studi kasus, yaitu komersialisasi pendidikan tinggi melalui PTN-

BH, pembentukan regulasi yang dinilai mencerminkan regulatory capture, serta perkembangan 

fintech dan pinjaman daring. Ketiga kasus dipilih secara purposif karena merepresentasikan 

keterkaitan antara dimensi global, kebijakan nasional, dan dampak langsung terhadap 

masyarakat, sekaligus menunjukkan karakteristik kebijakan yang banyak menjadi perhatian 

publik dan akademisi dalam beberapa tahun terakhir. Keabsahan data diperkuat melalui 

triangulasi sumber antara literatur primer, artikel ilmiah, dokumen resmi pemerintah, dan data 

Badan Pusat Statistik (BPS), disertai audit trail selama proses analisis serta peer debriefing 
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untuk memastikan konsistensi interpretasi dan validitas konseptual hasil sintesis yang 

dihasilkan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil  

Literatur yang digunakan dalam penelitian ini mencakup berbagai kajian yang 

membahas perubahan ekonomi politik dari perspektif global maupun domestik. Keragaman 

referensi tersebut mencerminkan bahwa dinamika ekonomi politik tidak dapat dipahami hanya 

melalui satu dimensi, karena melibatkan hubungan antara negara, pasar, institusi politik, 

kelompok kepentingan, serta kondisi sosial masyarakat. Oleh karena itu, pemetaan literatur 

diperlukan untuk mengidentifikasi pendekatan yang telah digunakan oleh penelitian terdahulu 

sekaligus memahami kontribusinya terhadap isu yang dikaji. Tabel berikut menyajikan hasil 

telaah terhadap literatur berdasarkan fokus kajian, metode atau pendekatan, temuan utama, dan 

relevansinya terhadap penelitian. 

 

Tabel. Literature Review Penelitian 

No. Penulis & 

Tahun 

Fokus Kajian Metode/Pendekatan Temuan Utama Relevansi 

terhadap 

Penelitian 

1 Ahmad et al. 

(2025) 

Ketimpangan 

kesehatan dan 

ketidakadilan 

struktural dalam 

JKN Indonesia 

Analisis normatif 

berbasis perspektif 

Rawlsian 

Ketimpangan 

akses dan 

distribusi manfaat 

kesehatan 

menunjukkan 

adanya persoalan 

keadilan 

struktural dalam 

sistem jaminan 

kesehatan 

Memperkuat 

analisis mengenai 

dampak 

ketimpangan 

material dan 

komersialisasi 

sektor publik 

terhadap keadilan 

sosial 

2 Aiyar et al. 

(2023) 

Fragmentasi 

geoekonomi dan 

masa depan 

multilateralisme 

Analisis ekonomi 

politik global 

Fragmentasi 

ekonomi global 

meningkatkan 

risiko 

perdagangan, 

investasi, dan 

koordinasi 

internasional 

Menjelaskan 

perubahan lanskap 

ekonomi politik 

global dan 

pergeseran 

hubungan 

antarnegara 

3 Aiyar, 

Presbitero, & 

Ruta 

Fragmentasi 

geoekonomi dan 

implikasinya bagi 

multilateralisme 

Kajian konseptual Fragmentasi 

geoekonomi 

memengaruhi 

kebijakan 

ekonomi dan 

hubungan 

internasional 

Mendukung 

perspektif global 

mengenai 

transformasi 

liberalisme 

ekonomi 

4 Al-Fadhat (2023) Regulatory 

capitalism di Asia 

Tenggara 

Analisis ekonomi 

politik 

Fraksi kapital 

internasional 

berperan dalam 

restrukturisasi 

Sangat relevan 

untuk menjelaskan 

transformasi 

negara dan 

penetrasi 
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No. Penulis & 

Tahun 

Fokus Kajian Metode/Pendekatan Temuan Utama Relevansi 

terhadap 

Penelitian 

negara dan 

regulasi ekonomi 

kepentingan 

kapital dalam 

kebijakan 

domestik 

5 Alvarez et al. 

(2026) 

Fragmentasi 

geoekonomi dan 

pasar komoditas 

Analisis ekonomi 

internasional 

Fragmentasi 

geoekonomi 

berpengaruh 

terhadap harga, 

perdagangan, dan 

dinamika pasar 

komoditas 

Menghubungkan 

perubahan 

geopolitik global 

dengan 

konsekuensi 

ekonomi domestik 

6 Alwahidin et al. 

(2023) 

Inklusi keuangan 

digital dan 

konsumsi rumah 

tangga Indonesia 

Analisis empiris Inklusi keuangan 

digital 

memengaruhi 

pola konsumsi 

rumah tangga 

Mendukung 

pembahasan 

mengenai 

transformasi 

finansial digital 

dan dampaknya 

terhadap 

masyarakat 

7 Damanik et al. 

(2025) 

Hubungan bisnis-

politik dan 

oligarkisasi 

demokrasi 

Indonesia 

Analisis ekonomi 

politik 

Hubungan erat 

bisnis dan politik 

mendorong 

oligarkisasi serta 

memengaruhi 

kualitas 

demokrasi 

Menjadi dasar 

empiris utama 

untuk menjelaskan 

reorganisasi 

kekuasaan oligarki 

dalam demokrasi 

8 Datumula (2025) Komersialisasi 

pendidikan tinggi 

Kajian literatur Komersialisasi 

pendidikan 

mengubah 

orientasi institusi 

pendidikan dan 

menimbulkan 

tantangan 

terhadap fungsi 

publik pendidikan 

Mendukung 

argumen tentang 

komersialisasi 

sektor strategis 

dan melemahnya 

fungsi sosial 

negara 

9 Dewi et al. 

(2025) 

Literasi 

keuangan, 

perilaku 

keuangan, dan 

inklusi keuangan 

Generasi Z 

Analisis empiris Literasi keuangan 

berperan dalam 

hubungan 

perilaku keuangan 

dan inklusi 

keuangan 

Relevan untuk 

menjelaskan 

kapasitas 

masyarakat 

menghadapi 

ekspansi layanan 

finansial digital 

10 Hakobyan et al. 

(2023) 

Paparan 

perdagangan 

terhadap 

Analisis empiris 

ekonomi 

internasional 

Dampak 

fragmentasi 

geopolitik 

berbeda 

Memperkuat 

analisis mengenai 

ketimpangan 

dampak 
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No. Penulis & 

Tahun 

Fokus Kajian Metode/Pendekatan Temuan Utama Relevansi 

terhadap 

Penelitian 

fragmentasi 

geopolitik 

antarnegara dan 

sektor 

perdagangan 

perubahan 

ekonomi politik 

global 

11 Haryanto & 

Mahsun (2024) 

Bisnis, politik, 

patrimonialisme, 

dan oligarki di 

perkotaan 

Indonesia 

Studi komparatif dua 

kota 

Hubungan 

patronase dan 

kepentingan 

bisnis membentuk 

praktik politik 

lokal 

Mendukung 

pembahasan 

mengenai 

keberlanjutan 

jaringan patronase 

dan reorganisasi 

kekuasaan pasca-

Orde Baru 

12 Hasibuan et al. 

(2026) 

Kemunduran 

demokrasi 

Indonesia setelah 

2024 

Analisis institusional 

dan kekuasaan elite 

Kemunduran 

demokrasi 

berkaitan dengan 

kelemahan 

institusi dan 

konsentrasi 

kekuasaan elite 

Memperkuat 

konsep blind spot 

demokrasi formal 

dan dominasi elite 

13 Hidayat & 

Shodrokova 

(2025) 

Indeks 

pembangunan 

manusia dan 

stabilitas 

perbankan 

ASEAN 

Analisis empiris Kondisi 

pembangunan 

manusia berkaitan 

dengan stabilitas 

sektor perbankan 

Menunjukkan 

keterkaitan antara 

pembangunan 

sosial dan 

stabilitas 

ekonomi-finansial 

14 Hoseini et al. 

(2026) 

Tata kelola 

perusahaan yang 

berafiliasi dengan 

organisasi militer 

Pengembangan 

model tata kelola 

Tata kelola 

berbasis prinsip 

OECD diperlukan 

untuk 

meningkatkan 

transparansi dan 

akuntabilitas 

Relevan bagi 

pembahasan 

hubungan 

kekuasaan, 

institusi negara, 

dan tata kelola 

kapital 

15 Jameaba (2024) Digitalisasi, 

teknologi baru, 

dan stabilitas 

finansial 

Indonesia 

Kajian konseptual Digitalisasi 

memberikan 

peluang sekaligus 

risiko terhadap 

stabilitas sektor 

perbankan 

Mendukung 

analisis 

transformasi 

ekonomi digital 

dan potensi 

kerentanan 

finansial 

16 Karimi (2024) Ekonomi 

Pancasila, 

keadilan sosial, 

dan 

neoliberalisme 

global 

Analisis konseptual Neoliberalisme 

menghadirkan 

tantangan 

terhadap prinsip 

keadilan sosial 

dan Ekonomi 

Pancasila 

Menjadi landasan 

normatif untuk 

menawarkan 

reaktualisasi 

Ekonomi Politik 

Pancasila 
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No. Penulis & 

Tahun 

Fokus Kajian Metode/Pendekatan Temuan Utama Relevansi 

terhadap 

Penelitian 

17 Khaliq (2025) Dampak COVID-

19 terhadap 

fintech lending di 

Indonesia 

Interrupted Time 

Series Analysis 

Pandemi 

memengaruhi 

perkembangan 

dan dinamika 

fintech lending di 

Indonesia 

Mendukung 

pembahasan 

mengenai 

ekspansi fintech 

dan perubahan 

pola pembiayaan 

masyarakat 

18 Mahendra (2026) Kekuasaan dan 

pengambilan 

keputusan politik 

dalam demokrasi 

modern 

Tinjauan literatur Pengambilan 

keputusan politik 

dipengaruhi oleh 

konfigurasi 

kekuasaan dan 

kepentingan elite 

Memperkuat 

perspektif 

mengenai 

distribusi 

kekuasaan dalam 

sistem demokrasi 

19 Prayuti et al. 

(2025) 

Perlindungan 

konsumen dalam 

perkembangan 

fintech Indonesia 

Analisis hukum Pertumbuhan 

fintech 

membutuhkan 

penguatan 

perlindungan 

hukum dan 

regulasi 

konsumen 

Mendukung 

analisis risiko 

pinjaman daring 

dan meningkatnya 

kerentanan 

masyarakat 

20 Purba et al. 

(2023) 

Globalisasi dan 

ekonomi nasional 

dalam perspektif 

ekonomi politik 

Kajian ekonomi 

politik 

Globalisasi 

memberikan 

peluang sekaligus 

tekanan terhadap 

struktur ekonomi 

nasional 

Menjadi 

penghubung 

antara dinamika 

ekonomi global 

dan perubahan 

ekonomi nasional 

21 Rahmatulummah 

et al. (2025) 

Peluang ekonomi 

Indonesia melalui 

OECD dan 

BRICS 

Analisis strategis Keanggotaan dan 

keterlibatan 

dalam forum 

ekonomi 

internasional 

membuka peluang 

sekaligus 

tantangan 

strategis 

Mendukung 

analisis posisi 

Indonesia dalam 

perubahan tatanan 

ekonomi global 

22 Rohmah (2024) Pergeseran politik 

Indonesia dari 

demokrasi 

menuju oligarki 

Analisis politik Konsentrasi 

kekuasaan dan 

pengaruh elite 

memperlihatkan 

kecenderungan 

oligarkisasi 

politik 

Sangat relevan 

dengan 

pembahasan 

tentang degradasi 

substansi 

demokrasi 

23 Rohmah et al. 

(2025) 

Globalisasi, 

kemiskinan, dan 

Analisis ekonomi Globalisasi dan 

kebijakan 

makroekonomi 

Mendukung 

hubungan antara 

struktur ekonomi 
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No. Penulis & 

Tahun 

Fokus Kajian Metode/Pendekatan Temuan Utama Relevansi 

terhadap 

Penelitian 

kebijakan 

makroekonomi 

berpengaruh 

terhadap stabilitas 

ekonomi dan 

persoalan 

kemiskinan 

makro dan kondisi 

sosial masyarakat 

24 Samosir & 

Silalahi (2026) 

Ketimpangan 

pendapatan dan 

pertumbuhan 

ekonomi 

Indonesia 

Analisis ekonomi Ketimpangan 

pendapatan 

menjadi persoalan 

penting dalam 

distribusi manfaat 

pertumbuhan 

ekonomi 

Memperkuat 

argumen bahwa 

ketimpangan 

material dapat 

membatasi 

kesetaraan politik 

substantif 

25 Sarjono et al. 

(2026) 

Peluang ekonomi 

Indonesia di pasar 

berkembang 

Analisis ekonomi Indonesia 

memiliki peluang 

pertumbuhan 

melalui pasar 

berkembang dan 

integrasi ekonomi 

Memberikan 

perspektif 

mengenai peluang 

ekonomi 

Indonesia dalam 

perubahan tatanan 

global 

26 Sharma & 

Soederberg 

(2020) 

World Economic 

Forum dan 

manajemen risiko 

global 

Analisis kritis 

ekonomi politik 

Tata kelola risiko 

global turut 

dibentuk oleh 

aktor non-negara 

dan kepentingan 

kapital 

transnasional 

Memberikan 

fondasi kritis 

mengenai peran 

aktor kapital 

global dalam 

pembentukan 

kebijakan 

ekonomi 

27 Som (2022) Kapitalisme 

negara dan 

perusahaan milik 

negara 

Analisis konseptual BUMN 

merupakan 

instrumen penting 

kapitalisme 

negara, tetapi 

menghadapi 

persoalan tata 

kelola dan 

efisiensi 

Menjadi landasan 

teoritis utama 

untuk memahami 

karakter 

kapitalisme negara 

28 Sui-Ni (2023) Peran pemerintah 

pusat dan daerah 

dalam pendidikan 

dasar 

Kajian kebijakan Koordinasi 

pemerintah dan 

kualitas 

penyediaan 

pendidikan 

menentukan 

pencapaian tujuan 

pembangunan 

pendidikan 

Mendukung 

analisis mengenai 

tanggung jawab 

negara terhadap 

sektor publik dan 

pendidikan 
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No. Penulis & 

Tahun 

Fokus Kajian Metode/Pendekatan Temuan Utama Relevansi 

terhadap 

Penelitian 

29 Surdikina et al. 

(2025) 

Pengelolaan 

utang negara 

dalam 

ketidakpastian 

global 

Kajian kebijakan Pengelolaan utang 

diperlukan untuk 

menjaga stabilitas 

ekonomi di 

tengah tekanan 

eksternal 

Menjelaskan 

konsekuensi 

kebijakan 

ekonomi global 

terhadap ruang 

fiskal negara 

30 Susilo et al. 

(2025) 

Tantangan 

organisasi dan 

pembiayaan JKN 

Indonesia 

Analisis kebijakan 

dan sistem kesehatan 

Pembiayaan dan 

kapasitas 

organisasi 

menjadi tantangan 

dalam pencapaian 

universal health 

coverage 

Memperkuat 

pembahasan 

mengenai 

ketimpangan dan 

persoalan tata 

kelola sektor 

kesehatan 

31 Thomas et al. 

(2024) 

Literasi 

keuangan, modal 

sosial, teknologi 

finansial, dan 

inklusi keuangan 

mahasiswa 

Indonesia 

Analisis empiris Literasi keuangan, 

modal sosial, dan 

fintech 

berhubungan 

dengan inklusi 

keuangan 

Mendukung 

pembahasan 

mengenai 

perubahan 

perilaku ekonomi 

masyarakat akibat 

digitalisasi 

finansial 

32 Utami et al. 

(2025) 

Transformasi 

ekonomi digital 

Indonesia 

Kajian literatur Ekonomi digital 

menghadirkan 

peluang 

pertumbuhan 

sekaligus 

tantangan 

terhadap struktur 

ekonomi 

Menjadi dasar 

untuk menjelaskan 

transformasi 

ekonomi 

kontemporer dan 

dampaknya 

terhadap 

masyarakat 

33 Warburton 

(2024) 

Kekuasaan privat 

dan jabatan 

publik di 

Indonesia 

Analisis politik 

ekonomi 

Meningkatnya 

politisi berlatar 

belakang bisnis 

memperlihatkan 

semakin eratnya 

hubungan 

kekuasaan 

ekonomi dan 

politik 

Sangat relevan 

untuk menjelaskan 

penetrasi 

kepentingan bisnis 

dalam institusi 

politik 

34 Widiati (2024) Regulatory 

capture dalam 

pembentukan 

peraturan 

Analisis hukum tata 

negara 

Kepentingan 

tertentu dapat 

memengaruhi 

proses 

pembentukan 

regulasi dalam 

negara demokrasi 

Mendukung 

analisis mengenai 

dominasi 

kepentingan 

ekonomi terhadap 

institusi negara 
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Tahun 

Fokus Kajian Metode/Pendekatan Temuan Utama Relevansi 

terhadap 

Penelitian 

35 Wuwung et al. 

(2024) 

Kebijakan 

pembangunan 

kelautan 

berkelanjutan 

Indonesia 

Analisis kebijakan Pengelolaan 

sumber daya 

kelautan 

membutuhkan 

integrasi 

kebijakan, 

kepentingan 

ekonomi, dan 

keberlanjutan 

Menunjukkan 

kompleksitas 

hubungan negara, 

kepentingan 

ekonomi, dan 

sumber daya 

strategis 

36 Yue et al. (2022) Keuangan digital: 

inklusi atau 

jebakan utang 

Analisis ekonomi 

keuangan 

Digital finance 

dapat memperluas 

inklusi sekaligus 

meningkatkan 

risiko jebakan 

utang 

Sangat relevan 

dengan 

pembahasan 

kerentanan 

masyarakat 

terhadap fintech 

dan pinjaman 

daring 

 

Berdasarkan pemetaan literatur tersebut, terlihat bahwa kajian mengenai ekonomi politik 

kontemporer telah berkembang ke berbagai arah, tetapi masih terdapat keterpisahan antara 

analisis struktur global, konfigurasi kekuasaan domestik, dan konsekuensi sosial yang 

ditimbulkannya. Sejumlah penelitian menempatkan perubahan ekonomi global sebagai 

persoalan perdagangan dan fragmentasi, sementara kajian lainnya lebih menekankan hubungan 

antara elite, bisnis, negara, dan demokrasi. Pada sisi sosial, perhatian penelitian juga 

berkembang pada persoalan akses layanan publik, transformasi pendidikan, ketimpangan, serta 

perubahan pola pembiayaan akibat digitalisasi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang 

analitis untuk menghubungkan dinamika ekonomi politik global dengan reorganisasi kekuasaan 

domestik dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia dalam satu kerangka yang 

lebih integratif. Pendekatan demikian penting untuk memperjelas posisi penelitian ini dalam 

mengembangkan perspektif Ekonomi Politik Pancasila yang menempatkan kedaulatan rakyat, 

keadilan sosial, dan tata kelola publik sebagai bagian penting dari respons terhadap perubahan 

ekonomi politik kontemporer. 

Analisis deviasi diperlukan untuk melihat sejauh mana perkembangan sosial-ekonomi 

kontemporer masih sejalan dengan orientasi normatif Ekonomi Politik Pancasila. Kerangka ini 

menempatkan aktivitas ekonomi bukan semata-mata sebagai mekanisme penciptaan 

pertumbuhan, tetapi sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan, kedaulatan, 

pemerataan, dan keadilan sosial. Berdasarkan telaah literatur, berbagai perubahan dalam 

struktur ekonomi dan politik menunjukkan adanya ketegangan antara tujuan pembangunan 

modern dengan prinsip ekonomi yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Oleh 

karena itu, sintesis berikut digunakan untuk mempertemukan dimensi normatif Ekonomi Politik 

Pancasila dengan berbagai persoalan empiris yang ditemukan dalam literatur, sekaligus 

mengidentifikasi arah pembenahan yang diperlukan. 
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Tabel. Sintesis Hasil Analisis Deviasi Kondisi Sosial-Ekonomi Indonesia terhadap 

Mandat Ekonomi Politik Pancasila 

No. Dimensi 

Mandat 

Ekonomi 

Politik 

Pancasila 

Kondisi Sosial-

Ekonomi yang 

Teridentifikasi 

Bentuk Deviasi Dampak Sosial-

Ekonomi 

Referensi 

Pendukung 

Arah 

Reaktualisasi 

1 Keadilan 

sosial dan 

pemerataan 

ekonomi 

Pertumbuhan 

ekonomi belum 

sepenuhnya 

menghasilkan 

distribusi 

manfaat yang 

merata dan 

masih terdapat 

ketimpangan 

pendapatan 

Ketimpangan 

distribusi 

sumber daya 

dan kesempatan 

ekonomi 

Memperlebar 

kesenjangan sosial 

serta membatasi 

kemampuan 

kelompok rentan 

menikmati hasil 

pembangunan 

Samosir & 

Silalahi (2026); 

Rohmah et al. 

(2025); Ahmad 

et al. (2025) 

Memperkuat 

kebijakan 

redistributif, 

perlindungan 

sosial, dan 

pemerataan 

kesempatan 

ekonomi 

2 Kedaulatan 

rakyat atas 

sumber daya 

ekonomi 

Pengelolaan 

sektor strategis 

semakin 

dipengaruhi 

interaksi antara 

kepentingan 

negara, bisnis, 

dan elite politik 

Konsentrasi 

penguasaan 

sumber daya 

pada jaringan 

ekonomi-politik 

tertentu 

Manfaat sumber 

daya strategis 

berpotensi lebih 

banyak 

terkonsentrasi 

pada kelompok 

yang memiliki 

akses terhadap 

kekuasaan 

Damanik et al. 

(2025); 

Warburton 

(2024); Al-

Fadhat (2023) 

Memperkuat 

pengawasan 

publik, 

transparansi 

kepemilikan, dan 

akuntabilitas 

pengelolaan 

sumber daya 

3 Demokrasi 

ekonomi 

Institusi 

demokrasi 

berjalan 

bersamaan 

dengan 

meningkatnya 

hubungan 

bisnis-politik 

dan konsentrasi 

kekuasaan elite 

Demokrasi 

formal belum 

sepenuhnya 

menghasilkan 

distribusi 

kekuasaan 

ekonomi yang 

demokratis 

Kebijakan publik 

berpotensi lebih 

responsif terhadap 

kepentingan elite 

dibandingkan 

kelompok 

masyarakat luas 

Haryanto & 

Mahsun (2024); 

Rohmah (2024); 

Hasibuan et al. 

(2026) 

Memperkuat 

demokrasi 

substantif, 

partisipasi 

masyarakat, dan 

pembatasan 

konflik 

kepentingan 

4 Peran negara 

sebagai 

pengarah 

perekonomian 

Negara 

menghadapi 

penetrasi 

kepentingan 

kapital 

domestik dan 

transnasional 

dalam proses 

regulasi dan 

kebijakan 

Perubahan 

fungsi negara 

dari pengarah 

kepentingan 

publik menuju 

arena negosiasi 

kepentingan 

kapital 

Kebijakan 

ekonomi dapat 

kehilangan 

orientasi 

pemerataan dan 

kesejahteraan 

Al-Fadhat 

(2023); Widiati 

(2024); Sharma 

& Soederberg 

(2020) 

Mengembalikan 

kapasitas negara 

sebagai regulator 

dan pengendali 

kepentingan 

strategis nasional 

5 Penguasaan 

negara atas 

sektor 

strategis untuk 

kemakmuran 

rakyat 

BUMN dan 

sektor strategis 

menjadi bagian 

penting dari 

konfigurasi 

kapitalisme 

negara, tetapi 

menghadapi 

Orientasi 

ekonomi negara 

dapat 

berhadapan 

dengan tuntutan 

efisiensi dan 

kepentingan 

komersial 

Potensi konflik 

antara tujuan 

keuntungan, 

kepentingan 

negara, dan 

pelayanan publik 

Som (2022); 

Hoseini et al. 

(2026) 

Meningkatkan 

tata kelola 

BUMN, 

transparansi, 

akuntabilitas, dan 

orientasi 

kemanfaatan 

publik 
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No. Dimensi 

Mandat 

Ekonomi 

Politik 

Pancasila 

Kondisi Sosial-

Ekonomi yang 

Teridentifikasi 

Bentuk Deviasi Dampak Sosial-

Ekonomi 

Referensi 

Pendukung 

Arah 

Reaktualisasi 

persoalan tata 

kelola 

6 Akses yang 

adil terhadap 

layanan 

kesehatan 

Sistem JKN 

menghadapi 

persoalan 

organisasi, 

pembiayaan, 

dan 

ketimpangan 

akses 

Hak sosial 

belum 

sepenuhnya 

diterjemahkan 

menjadi akses 

kesehatan yang 

setara 

Kelompok sosial-

ekonomi tertentu 

lebih rentan 

menghadapi 

keterbatasan akses 

dan pembiayaan 

kesehatan 

Ahmad et al. 

(2025); Susilo et 

al. (2025) 

Memperkuat 

pembiayaan 

publik, 

pemerataan 

fasilitas, dan 

perlindungan 

kelompok rentan 

7 Pendidikan 

sebagai 

instrumen 

kesejahteraan 

rakyat 

Pendidikan 

tinggi 

menghadapi 

kecenderungan 

komersialisasi 

sementara 

kualitas layanan 

pendidikan 

masih 

dipengaruhi 

kapasitas 

pembiayaan 

Pergeseran 

orientasi 

pendidikan dari 

kepentingan 

publik menuju 

logika pasar 

Akses pendidikan 

berkualitas 

berpotensi 

semakin 

dipengaruhi 

kemampuan 

ekonomi 

Datumula (2025); 

Sui-Ni (2023) 

Memperkuat 

pembiayaan 

pendidikan publik 

dan menjamin 

akses pendidikan 

berkualitas 

8 Pemerataan 

pembangunan 

Transformasi 

ekonomi digital 

berlangsung 

tidak seragam 

antarwilayah 

dan kelompok 

masyarakat 

Ketimpangan 

akses terhadap 

infrastruktur 

dan kapasitas 

digital 

Digitalisasi 

berpotensi 

memperluas 

kesenjangan antara 

wilayah dan 

kelompok yang 

memiliki 

kemampuan 

berbeda 

Utami et al. 

(2025); 

Alwahidin et al. 

(2023) 

Mendorong 

pembangunan 

infrastruktur 

digital yang 

merata dan 

peningkatan 

literasi digital 

9 Inklusi 

ekonomi dan 

keuangan 

Fintech dan 

layanan 

keuangan 

digital 

memperluas 

akses 

pembiayaan, 

tetapi sekaligus 

menciptakan 

risiko baru bagi 

konsumen 

Inklusi finansial 

belum selalu 

identik dengan 

perlindungan 

dan 

kesejahteraan 

finansial 

Masyarakat rentan 

dapat menghadapi 

utang, biaya 

pembiayaan, dan 

risiko 

perlindungan 

konsumen 

Khaliq (2025); 

Prayuti et al. 

(2025); Yue et al. 

(2022) 

Memperkuat 

literasi keuangan, 

perlindungan 

konsumen, dan 

regulasi fintech 

10 Kemandirian 

ekonomi 

nasional 

Integrasi 

ekonomi 

Indonesia 

semakin 

dipengaruhi 

perubahan 

konfigurasi 

ekonomi dan 

Ketergantungan 

terhadap modal, 

pasar, dan rantai 

pasok eksternal 

dapat 

membatasi 

ruang kebijakan 

Kerentanan 

ekonomi domestik 

meningkat ketika 

terjadi fragmentasi 

dan perubahan 

hubungan 

ekonomi global 

Aiyar et al. 

(2023); Alvarez 

et al. (2026); 

Rahmatulummah 

et al. (2025) 

Meningkatkan 

diversifikasi 

ekonomi, 

ketahanan rantai 

pasok, dan 

kapasitas 

produksi nasional 
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No. Dimensi 

Mandat 

Ekonomi 

Politik 

Pancasila 

Kondisi Sosial-

Ekonomi yang 

Teridentifikasi 

Bentuk Deviasi Dampak Sosial-

Ekonomi 

Referensi 

Pendukung 

Arah 

Reaktualisasi 

geopolitik 

global 

11 Pengelolaan 

sumber daya 

untuk 

kepentingan 

rakyat 

Sektor sumber 

daya strategis 

dapat menjadi 

arena 

pertemuan 

kepentingan 

negara, investor 

asing, dan 

oligarki 

domestik 

Kepentingan 

akumulasi 

kapital 

berpotensi 

menggeser 

orientasi 

kemakmuran 

kolektif 

Manfaat ekonomi 

dapat 

terkonsentrasi 

sementara 

masyarakat dan 

lingkungan 

menanggung 

sebagian biaya 

pembangunan 

Wuwung et al. 

(2024); 

Warburton 

(2024) 

Memperkuat 

pengawasan 

sumber daya, 

perlindungan 

masyarakat, dan 

prinsip 

keberlanjutan 

12 Keadilan 

dalam tata 

kelola regulasi 

Proses regulasi 

berpotensi 

dipengaruhi 

kepentingan 

ekonomi dan 

kelompok yang 

memiliki akses 

politik 

Terjadinya 

regulatory 

capture dan 

ketimpangan 

pengaruh dalam 

proses 

kebijakan 

Regulasi berisiko 

tidak sepenuhnya 

merepresentasikan 

kepentingan 

publik 

Widiati (2024); 

Al-Fadhat (2023) 

Meningkatkan 

transparansi 

legislasi, 

partisipasi publik, 

dan mekanisme 

pencegahan 

konflik 

kepentingan 

13 Stabilitas dan 

kesejahteraan 

ekonomi 

Ketidakpastian 

global, 

pengelolaan 

utang, dan 

perubahan 

kondisi 

ekonomi 

internasional 

memengaruhi 

ruang kebijakan 

domestik 

Stabilitas 

ekonomi dapat 

lebih 

berorientasi 

pada 

pengendalian 

risiko makro 

daripada 

pemerataan 

kesejahteraan 

Beban 

penyesuaian 

ekonomi 

berpotensi 

dirasakan tidak 

proporsional oleh 

kelompok 

masyarakat 

Surdikina et al. 

(2025); Hidayat 

& Shodrokova 

(2025) 

Menyeimbangkan 

stabilitas 

makroekonomi 

dengan 

perlindungan 

sosial dan 

pemerataan 

14 Keseimbangan 

antara 

pertumbuhan 

dan 

kesejahteraan 

Integrasi pasar 

dan peluang 

investasi 

membuka ruang 

pertumbuhan 

ekonomi, tetapi 

manfaatnya 

tidak otomatis 

tersebar secara 

merata 

Orientasi 

pertumbuhan 

dapat 

mengungguli 

tujuan 

pemerataan 

Pertumbuhan 

ekonomi dapat 

berjalan 

berdampingan 

dengan 

ketimpangan 

sosial 

Sarjono et al. 

(2026); Purba et 

al. (2023) 

Mengarahkan 

pertumbuhan 

pada penciptaan 

pekerjaan layak, 

pemerataan 

pendapatan, dan 

kesejahteraan 

15 Kedaulatan 

ekonomi 

dalam 

perubahan 

tatanan global 

Fragmentasi 

geoekonomi 

mengubah 

hubungan 

perdagangan, 

investasi, dan 

rantai pasok 

internasional 

Ruang pilihan 

kebijakan 

nasional 

semakin 

dipengaruhi 

tekanan 

eksternal 

Negara 

menghadapi 

dilema antara 

menarik investasi, 

mempertahankan 

otonomi 

kebijakan, dan 

melindungi 
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No. Dimensi 

Mandat 

Ekonomi 

Politik 

Pancasila 

Kondisi Sosial-

Ekonomi yang 

Teridentifikasi 

Bentuk Deviasi Dampak Sosial-

Ekonomi 

Referensi 

Pendukung 

Arah 

Reaktualisasi 

kepentingan 

domestik 

 

Hasil sintesis menunjukkan bahwa deviasi terhadap mandat Ekonomi Politik Pancasila 

bersifat multidimensional dan saling berkaitan antara aspek ekonomi, politik, kelembagaan, 

serta pelayanan publik. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan distribusi hasil 

pembangunan, tetapi juga dengan kualitas institusi yang menentukan siapa yang memiliki akses 

terhadap sumber daya, regulasi, dan proses pengambilan keputusan. Dalam konteks tersebut, 

perubahan ekonomi global dan perkembangan teknologi dapat memberikan peluang 

pembangunan, tetapi sekaligus memperbesar risiko ketimpangan apabila tidak disertai 

kapasitas negara dan mekanisme pengawasan yang memadai. Temuan ini menegaskan bahwa 

persoalan utama bukan terletak pada keberadaan pasar, investasi, kapitalisme negara, atau 

digitalisasi itu sendiri, melainkan pada konfigurasi hubungan negara, pasar, dan masyarakat 

yang menentukan arah serta distribusi manfaat pembangunan. Reaktualisasi Ekonomi Politik 

Pancasila karena itu perlu diarahkan pada penguatan kapasitas negara, demokrasi substantif, 

perlindungan kelompok rentan, serta tata kelola ekonomi yang memastikan pertumbuhan tetap 

berada dalam kerangka keadilan sosial dan kemakmuran rakyat. 

 

Pembahasan 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penetrasi state capitalism global tidak semata-

mata ditandai oleh bertambahnya kepemilikan negara dalam aktivitas ekonomi, tetapi juga oleh 

perubahan cara negara mengarahkan investasi, mengendalikan sektor strategis, membentuk 

regulasi, dan memengaruhi distribusi sumber daya. Fragmentasi geoekonomi, persaingan atas 

komoditas strategis, serta perubahan konfigurasi perdagangan telah mendorong negara semakin 

aktif menggunakan instrumen ekonomi untuk mempertahankan kepentingan nasional (Aiyar et 

al., 2023; Aiyar et al., 2024; Alvarez et al., 2026). Dalam konteks Indonesia, kecenderungan 

tersebut terlihat melalui penguatan peran BUMN, kebijakan investasi, pembangunan 

infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya strategis sebagai instrumen pembangunan nasional 

(Som, 2022; Al-Fadhat, 2023; Sarjono et al., 2026). Penguatan peran negara tidak berarti 

mekanisme pasar kehilangan relevansinya, tetapi menunjukkan terbentuknya hubungan yang 

semakin kompleks antara negara, perusahaan, dan modal privat. Persoalan utama state 

capitalism karena itu tidak hanya terletak pada besarnya intervensi negara, tetapi pada kualitas 

tata kelola, transparansi, akuntabilitas, dan kemampuan institusi publik mencegah konsentrasi 

kekuasaan ekonomi pada kelompok tertentu (Hoseini et al., 2026). Dalam perspektif ini, 

penetrasi state capitalism di Indonesia dapat dipahami sebagai proses reorganisasi hubungan 

negara dan kapital yang sekaligus membuka peluang pembangunan serta menghadirkan risiko 

konsentrasi sumber daya dan kekuasaan. 

Konsekuensi sosial dari perubahan tersebut terlihat pada persoalan ketimpangan, 

kerentanan tenaga kerja, dan distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi yang belum sepenuhnya 

merata. Pertumbuhan ekonomi yang ditopang investasi dan transformasi struktural memang 

dapat meningkatkan produktivitas serta membuka kesempatan kerja, tetapi manfaatnya tidak 

selalu tersebar secara proporsional di antara kelompok sosial dan wilayah. Globalisasi ekonomi, 

perubahan kebijakan makroekonomi, serta ketimpangan pendapatan dapat menyebabkan 
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pertumbuhan agregat berjalan bersamaan dengan meningkatnya kerentanan kelompok tertentu, 

sehingga keberhasilan ekonomi tidak cukup dinilai melalui indikator pertumbuhan semata 

(Purba et al., 2023; Rohmah et al., 2025; Samosir & Silalahi, 2026). Kondisi pasar tenaga kerja 

juga dipengaruhi oleh struktur regulasi dan distribusi kekuasaan karena fleksibilitas hubungan 

kerja, informalitas, serta perubahan kebutuhan keterampilan dapat menempatkan sebagian 

pekerja pada posisi tawar yang lebih lemah. Dengan demikian, negara tidak hanya berfungsi 

sebagai penggerak investasi dan pertumbuhan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk 

memastikan terciptanya pekerjaan yang layak, perlindungan sosial, serta distribusi manfaat 

pembangunan yang lebih adil. Temuan tersebut memperluas pemahaman mengenai state 

capitalism dari persoalan kepemilikan dan investasi menuju pertanyaan mengenai siapa yang 

memperoleh manfaat pertumbuhan, siapa yang menanggung risikonya, serta bagaimana 

institusi negara mengelola distribusi keuntungan dan beban pembangunan. 

Hubungan antara negara, modal, dan regulasi selanjutnya menunjukkan bahwa kebijakan 

publik merupakan arena kontestasi kepentingan yang tidak selalu memiliki tingkat pengaruh 

yang seimbang. Ketika kelompok bisnis memiliki akses lebih besar terhadap proses perumusan 

kebijakan, regulasi yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen perlindungan kepentingan 

publik berpotensi lebih responsif terhadap kepentingan aktor yang memiliki sumber daya 

ekonomi dan politik. Konsep regulatory capture menjadi relevan untuk menjelaskan kondisi 

ketika kepentingan pihak yang diatur dapat memengaruhi proses regulasi sehingga batas antara 

kepentingan publik dan kepentingan ekonomi menjadi semakin kabur (Al-Fadhat, 2023; 

Widiati, 2024). Dalam konteks Indonesia, hubungan antara kekuasaan ekonomi dan politik juga 

tercermin dalam berkembangnya business politicians, patronase, dan hubungan timbal balik 

antara jabatan publik dengan kepentingan bisnis (Warburton, 2024; Haryanto & Mahsun, 2024; 

Damanik et al., 2025). Oleh karena itu, kualitas demokrasi tidak cukup dinilai berdasarkan 

keberadaan pemilu dan institusi representatif, tetapi juga berdasarkan kemampuan lembaga 

publik membatasi konsentrasi kekuasaan, menjamin transparansi, serta 

mempertanggungjawabkan proses pembuatan kebijakan kepada masyarakat. Reorganisasi 

kekuasaan ekonomi melalui institusi formal menunjukkan bahwa oligarki dapat bekerja melalui 

kebijakan investasi, regulasi, penguasaan sumber daya, dan keputusan pembangunan. Temuan 

ini memperkuat perspektif Hadiz dan Robison mengenai reorganisasi kekuasaan 

pascareformasi serta pemikiran Winters mengenai hubungan antara konsentrasi kekayaan dan 

kekuasaan politik, sekaligus menunjukkan bahwa oligarkisasi demokrasi Indonesia tetap 

menjadi persoalan penting dalam tata kelola negara kontemporer (Warburton, 2024; Damanik 

et al., 2025; Rohmah, 2024). 

Ketegangan antara efisiensi ekonomi dan pemerataan juga tampak dalam 

penyelenggaraan layanan dasar, terutama pendidikan tinggi dan kesehatan. Pada sektor 

pendidikan tinggi, peningkatan otonomi kelembagaan dan fleksibilitas pembiayaan dapat 

memberikan ruang bagi perguruan tinggi untuk meningkatkan kapasitas akademik dan 

manajerial, tetapi komersialisasi pendidikan berpotensi menggeser orientasi layanan publik 

apabila peningkatan pendapatan institusi tidak disertai mekanisme perlindungan terhadap 

kelompok masyarakat berpendapatan rendah (Datumula, 2025). Peran pemerintah pusat dan 

daerah tetap diperlukan untuk memastikan pendidikan bermutu dapat diakses secara merata 

karena penyediaan pendidikan merupakan bagian penting dari pembangunan sumber daya 

manusia dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang (Sui-Ni, 2023). Dilema yang 

muncul bukan sekadar pilihan antara efisiensi kelembagaan dan intervensi negara, melainkan 

bagaimana otonomi institusi dapat dikembangkan tanpa mengurangi tanggung jawab negara 

dalam menjamin pendidikan sebagai layanan publik. Persoalan yang sejalan juga terlihat dalam 
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sektor kesehatan melalui penyelenggaraan JKN. Perluasan perlindungan kesehatan 

menunjukkan kapasitas negara dalam memperluas akses masyarakat, tetapi cakupan 

kepesertaan belum secara otomatis menjamin kesetaraan substantif karena masih terdapat 

persoalan distribusi fasilitas, kualitas pelayanan, kapasitas pembiayaan, serta kesenjangan akses 

antarkelompok masyarakat (Ahmad et al., 2025; Susilo et al., 2025). Dengan demikian, 

keberhasilan layanan publik perlu dinilai bukan hanya berdasarkan cakupan program, tetapi 

juga melalui kualitas pelayanan, keterjangkauan, pemerataan fasilitas, dan keberlanjutan 

pembiayaan. 

Transformasi ekonomi digital memperlihatkan bentuk baru hubungan antara negara, 

kapital, teknologi, dan masyarakat melalui perkembangan financial technology (fintech). 

Digitalisasi keuangan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan finansial dan 

pembiayaan, termasuk bagi kelompok yang sebelumnya menghadapi hambatan dalam 

mengakses lembaga keuangan formal (Alwahidin et al., 2023). Namun, perluasan akses tersebut 

bersifat ambivalen karena kemudahan memperoleh pembiayaan juga dapat meningkatkan risiko 

utang, gagal bayar, dan kerentanan konsumen apabila tidak disertai literasi serta perlindungan 

yang memadai (Yue et al., 2022; Khaliq, 2025). Penelitian mengenai literasi keuangan 

menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat memahami dan mengelola produk finansial 

merupakan faktor penting dalam menentukan kualitas inklusi keuangan, sehingga teknologi 

tidak dapat diposisikan sebagai satu-satunya solusi atas persoalan eksklusi finansial (Dewi et 

al., 2025). Dalam perspektif ekonomi politik, fintech juga dapat dipahami sebagai infrastruktur 

baru bagi ekspansi kapital karena data, algoritma, platform, dan akses kredit semakin menjadi 

bagian dari proses pembentukan nilai ekonomi. Kondisi tersebut menuntut negara untuk 

menjaga keseimbangan antara dorongan terhadap inovasi dan perlindungan masyarakat dari 

praktik pembiayaan yang eksploitatif. Penguatan perlindungan konsumen menjadi semakin 

penting karena perkembangan industri fintech membawa persoalan mengenai kredit 

bermasalah, praktik penagihan, keamanan data, dan ketimpangan informasi antara penyedia 

layanan dan konsumen (Prayuti et al., 2025). Dengan demikian, inklusi keuangan seharusnya 

tidak hanya diukur melalui peningkatan jumlah pengguna layanan digital, tetapi juga melalui 

kemampuan sistem finansial menciptakan keamanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat 

secara berkelanjutan. 

Secara keseluruhan, sintesis temuan menunjukkan bahwa state capitalism, oligarki, 

layanan publik, pasar tenaga kerja, dan fintech memiliki titik temu pada persoalan distribusi 

kekuasaan serta manfaat pembangunan. Pendidikan, kesehatan, sumber daya strategis, pasar 

tenaga kerja, dan keuangan digital sama-sama memperlihatkan ketegangan antara orientasi 

efisiensi, investasi, dan pertumbuhan dengan tuntutan pemerataan, perlindungan sosial, dan 

kepentingan publik. Temuan ini tidak menunjukkan bahwa intervensi negara, investasi swasta, 

atau mekanisme pasar secara inheren bertentangan dengan Ekonomi Politik Pancasila, tetapi 

menegaskan pentingnya institusi yang mampu mengarahkan, mengawasi, dan mengendalikan 

aktivitas ekonomi agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu. 

Dalam kerangka tersebut, Ekonomi Pancasila dapat ditempatkan sebagai perspektif normatif-

kritis yang menilai keberhasilan pembangunan tidak hanya berdasarkan pertumbuhan ekonomi, 

tetapi juga berdasarkan keadilan distributif, partisipasi masyarakat, dan pemenuhan kebutuhan 

dasar (Karimi, 2024). Reaktualisasi Ekonomi Politik Pancasila perlu diarahkan pada penguatan 

negara sebagai regulator, distributor, dan penjamin kepentingan publik dengan tetap 

memberikan ruang produktif bagi sektor swasta dan inovasi ekonomi. Negara perlu memastikan 

bahwa kebijakan investasi, BUMN, pengelolaan sumber daya alam, pendidikan, kesehatan, 

ketenagakerjaan, dan ekonomi digital memiliki mekanisme akuntabilitas serta orientasi 
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distribusi manfaat yang jelas. Dalam konteks tersebut, demokrasi ekonomi tidak hanya berarti 

keberadaan mekanisme pasar atau partisipasi formal dalam proses politik, tetapi juga 

kemampuan masyarakat memengaruhi arah pembangunan dan memperoleh manfaat yang adil 

dari proses ekonomi. Dengan demikian, Ekonomi Politik Pancasila dapat dikembangkan 

sebagai kerangka normatif-kritis untuk mengevaluasi penetrasi state capitalism, membatasi 

konsentrasi kekuasaan ekonomi, serta membangun tata kelola ekonomi Indonesia yang 

mengintegrasikan kapasitas negara, dinamika pasar, inovasi teknologi, demokrasi substantif, 

dan keadilan sosial. 

 

KESIMPULAN 

Kajian ini menyimpulkan bahwa berbagai persoalan sosial-ekonomi di Indonesia, seperti 

meningkatnya kerentanan pasar kerja, komersialisasi layanan publik, dan berkembangnya 

kerentanan keuangan digital, merupakan fenomena yang saling berkaitan dalam suatu struktur 

ekonomi politik yang kompleks, bukan sekadar persoalan sektoral yang berdiri sendiri. Hasil 

penelitian menghasilkan sebuah model sintesis konseptual yang mengintegrasikan enam 

perspektif ekonomi politik, yaitu John J. Mearsheimer, Ian Bremmer, Jeffrey A. Winters, Vedi 

R. Hadiz dan Richard Robison, Mochtar Pabottingi, serta Yudhie R. Haryono, untuk 

menjelaskan keterkaitan antara state capitalism, oligarki, demokrasi, dan Ekonomi Politik 

Pancasila dalam konteks Indonesia kontemporer. Model tersebut menunjukkan bahwa 

perubahan konfigurasi ekonomi politik global memengaruhi dinamika kekuasaan domestik 

melalui proses reorganisasi elite, yang selanjutnya berdampak pada arah kebijakan publik dan 

kualitas kesejahteraan masyarakat. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian ekonomi 

politik Indonesia dengan menawarkan kerangka analisis integratif yang menghubungkan 

dimensi global, nasional, dan sosial secara simultan, sehingga melengkapi penelitian terdahulu 

yang umumnya masih membahas masing-masing perspektif secara terpisah. 

Berdasarkan temuan penelitian, penguatan tata kelola ekonomi dan kebijakan publik 

perlu diarahkan pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta 

penguatan fungsi negara dalam penyediaan layanan publik yang berkeadilan sesuai prinsip 

Ekonomi Politik Pancasila. Selain itu, pengembangan ekosistem keuangan inklusif, penguatan 

kelembagaan ekonomi berbasis masyarakat, serta peningkatan kualitas regulasi di sektor 

strategis dapat menjadi langkah implementatif yang sejalan dengan hasil penelitian ini. Bagi 

kalangan akademisi, model sintesis konseptual yang dihasilkan dapat dijadikan dasar untuk 

penelitian lanjutan melalui pengujian empiris menggunakan pendekatan kuantitatif maupun 

mixed methods, studi komparatif antarnegara, atau analisis pada sektor-sektor kebijakan tertentu 

seperti pendidikan, kesehatan, sumber daya alam, dan ekonomi digital. Dengan demikian, hasil 

penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan kajian 

ekonomi politik, tetapi juga membuka peluang bagi pengembangan model analisis yang lebih 

komprehensif dalam memahami hubungan antara perubahan ekonomi global, tata kelola 

demokrasi, dan pembangunan sosial-ekonomi di Indonesia. 
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